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bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan pasal 20 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah di pandang perlu meninjau kembali
Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2001
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Dalam
Kabupaten Aceh Barat; '

bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun
Kabupaten Aceh Barat.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) flahun 1956 tentang Pembentukan
Dacrah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara Jo. Und@g-Undang Nomor 4 Tahun 2002

tentang 1" ... .:iukan Kabupaten Arceh Barat Daya, Kabupaten Gayo
Lues, Kubupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Ac : tamiang di Provinsi Nanggrod Aceh Darussalam.

Uswiang—Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041)

Undang-Und Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaai: : - insi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undar. . Noemor 10 Tehun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Pert: - ..ny-undangan,

- Undang-Unda:: * Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undar:; Nomor 33  Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan ant: . Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undai.. “‘omor !1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Peraturan Pems: - ;aah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Provinsi sebag: {)aerah Otonom.

Peraturan Pe - :intah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan pe:io-vintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeii Sipil dalam Jabatan Suuktural.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.




13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerahj
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
|

Dengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT
Dan |
BUPATI ACENl BARAT

1
MEMUTUSKAN :
i .
Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT ~TENTANG PEMBENTUKAN

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KECAMATAN DALAM
KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan -
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh B:rit.
2. Pemerintah Daerah adalah * - @ beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai
Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupat! . <0 Barat.
4. Dewan Perwakilar @ .kyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan
Perwakilan Rakyat t inupaten Aceh Barat.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.
6.  Sekretaris Daerah Kabupaten selaniutnya disebut Sgkretaris. Daerah adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten Aceh Barat.
7.  Esselonering adalah Tingkatan ! ‘.t Struktural.
8.  Camat adalah Camat di lingkung.: " 01erintah Kabupaten Aceh Barat.
9.  Kecamatan adalah wilayah kerju ¢ .mat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam

nenyelenggraan Pemerintahan Kecam. .
0. Wilayah adalah lingkungan kerja pe: ngkat Daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan
tugastpemerintahan umum.
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BAB II
P BENTUKAN

Pasal 2 \

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi Kantor Kecamatan dalam Kabupaten Aceh
Barat, . '
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BAB III ‘
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama

Pasal 3

Susunan Organisasi Kantor Kecamatan, terdiri dari :
Camat;

Sekretaris Kecamatan;

Seksi Pemerintahan;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

Seksi Pembangunan; ‘
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosia]j.
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Bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini,

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai " rangkat Daerah Kabupaten dipimpin oleh
Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawal: | vpada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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Pasal 5

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomj Daersh.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas
umum Pemerintahan meliputi :

a.  Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b.  Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;

¢. Mengkoordinasikan pencrapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan,

d.  Mengkoordinasi 111 pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum:;
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dj tingkat Kecamatan;
Membina penyclenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan;

Melaksanakan pclayanan ivurakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau
yang belum dapat dilaksaniii Pemerintahan Desfa atau Kelurahan.
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BAB IV

i
KEPANGKATAN, PENGA (i KATAN DAP{J PEMBERHENTIAN

Degian Pertama
Pangkat dan Eselon Camat

Pasal 6

Camat adalah Jabatan Esselon [1].a,

Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV .a.




Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

‘Pasal 7
(1). Camat di angkat dan di berhentikan oleh Bupati.

{2). Pengangkatan dan Pemberhentian Camat sebagaimané di maksud pada ayat (1), dapat di
lakukan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

(3). Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah
atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

(4). Tata cara usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Camat di lakukan sssuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Dengan dibentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Qanun ini, maka segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Barat serta sumber-sumber
lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9
Dalam hal Camat tidak dapat . :unkan tugas karena berhalangan, maka Camat dapat
menunjuk Sekretaris Kecamatan al. +h satu Kepala Selei yang tertinggi pangkatnya untuk
mewakili Camat dengan persetujuan {. :
LAB VII
FiITENTUAN PENUTUP
Pasal i0
{1). Penjabaran Kewenangan, tuy..- ;»hok dan fungsi Carinat di tetapkan dengan Keputusan
Bupats, :
‘/‘ R
(2). Hal-hal yang belum diat ‘alam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan
pelaksanaannya ditetapkan de - -+ Keputusan Bupati, '
Pasal 11

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Acech Barat Nomor 5 Tahun
2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh
Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal II

Qanun ini berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap ‘orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat,

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : MM apzxri 1 2000 M
5% Robivd. Mml. 1428 H

A

Diundangkan di :Meulaboh
Pada tanggal ;TP Ahnri ) 2007M

23 Bobivl Awel 1428 H
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LEMBARAN DAERAH KAB! - 'EN ACEH BARAT
TAHUN 2007 NOMOR : 4,
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KECAMATAN LAMPIRAN - QANUN KABUPATEN. ACEH BARAT
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT : :

T R S e NOMOR 4‘. Tahun 2007.

TANGGAL 41 mahun 2007,
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SEKSI SEKSI
SEKSI KETENTRAMAN DAN SEKSI PELAYANAN UMUM DAN
PEMERINTAHAN KETERTIBAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
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